


Pernyataan Masalah

Pemenuhan target penurunan emisi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia
memerlukan dana besar yang tidak memungkinkan ditanggung anggaran pemerintah saja.
Sebagai contoh, temuan sementara Kementerian ESDM yang mengungkapkan bahwa anggaran
pemerintah hanya mampu membiayai 20% target NDC di sektor energi'. Untuk mengatasinya
diperlukan investasi swasta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim
seperti penghematan energi, pemanfaatan energi terbarukan, pengolahan limbah, pengelolaan
hutan berkelanjutan, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan investasi swasta dalam upaya
mitigasi perubahan iklim, diperlukan instrumen kebijakan inovatif yang dapat membatasi dan/
atau mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus dapat memobilisasi investasi rendah
emisi secara optimal dan cost-effective.

Berkaca dari pengalaman berbagai negara, instrumen mitigasi yang berbasis pasar adalah salah
satu opsi kebijakan inovatif yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan partisipasi pihak
non pemerintah dalam mengurangi emisi GRK. Instrumen ini bekerja dengan cara memberikan
nilai ekonomi atas emisi GRK (carbon value) sebagai insentif bagi para pihak yang berhasil
menurunkan emisi GRK. Pengembangan instrumen berbasis pasar memerlukan tindak lanjut
segera dari Pemerintah diantaranya dengan melakukan koordinasi kebijakan untuk mendukung
pelaksanaan instrumen mitigasi perubahan iklim berbasis pasar di Indonesia.

Kondisi Saat Ini

A. Kesiapan

Indonesia telah mempunyai sejumlah kebijakan dan peraturan yang dapat mendukung
pelaksanaan instrumen mitigasi berbasis pasar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Beberapa kesiapan kebijakan dalam implementasi instrumen mitigasi berbasis pasar dapat
dijabarkan sebagai berikut:

Kebijakan terkait penurunan emisi GRK

e PERPRES No. 61/2011 — Rencana Aksi Nasional untuk menurunkan emisi GRK yang fokus
pada sektor pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri dan
pengelolaan limbah (dengan target 26% melalui upaya sendiri dan 41% melalui dukungan
internasional pada tahun 2020).

¢ UU No. 16/2016 — Komitmen untuk menurunkan emisi GRK yang dicantumkan di dalam
dokumen NDC Indonesia, dengan target 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan
dukungan internasional, pada tahun 2030).

Kebijakan yang mendukung lingkungan

e PERPRES N0.71/2011 - Inventori GRK Nasional

1 Berdasarkan laparan KLHK dan IESR.









Peraturan-peraturan yang disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai fondasi untuk

operasionalisasi suatu instrumen mitigasi perubahan iklim berbasis pasar. Beberapa hal yang

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Jika dilihat dari sisi kebijakan yang sudah ada saat ini, maka kerangka untuk merancang,
mengembangkan dan implementasi dari sistem perdagangan emisi telah tersedia di dalam
instrumen ekonomi lingkungan. Meskipun, sistem MRV seharusnya diperkuat untuk tujuan
yang spesifik dari sistem perdagangan emisi, kerangka untuk sistem MRV-pun sudah
dibentuk.

Struktur dasar untuk implementasi sistem sertifikat efisiensi energi sudah ada, contohnya
Standar Industri Hijau yang dapat digunakan sebagai dasar.

Saat ini, belum ada aturan khusus yang dapat mendukung implementasi dari sertifikat energi
terbarukan yang bersifat wajib.

Sudah ada kajian analisis yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terkait pajak dan
kebijakan fiskal di Indonesia, yang menunjukkan bahwa pengenalan dari pajak baru akan
menjadi tantangan.

Pendanaan dalam bentuk subsidi dapat digunakan untuk mendukung implementasi dari
proyek energi terbarukan.

Sudah ada peraturanyang mengatur secara langsung mengenai pengelolaan dana lingkungan
hidup yang salah satu bentuk penyaluran dana-nya adalah mekanisme perdagangan karbon.

Pilihan dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi saat ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengembangkan sejumlah

besarkebijakan dan peraturan yang dapatmendukung pelaksanaan instrumen mitigasi perubahan

iklim berbasis pasar. Untuk menyikapi lebih lanjut opsi rekomendasi ini dapat dilakukan:

Sosialisasi instrumen berbasis pasar

Peningkatan kapasitas dan pemahaman dari pemangku kepentingan terkait kemungkinan
untuk menerapkan instrumen berbasis pasar sebagai alat pelaksana kebijakan di berbagai
sektor dapat dilakukan.

Koordinasi perumusan peta jalan untuk sistem perdagangan izin emisi

Insentif yang diatur dalam ketentuan di bawah peraturan ini saat ini tidak cukup untuk
mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, tidak ada insentif
ekonomi yang cukup untuk meningkatkan aksi mitigasi di Indonesia. Dalam situasi seperti
ini, jelas bahwa penerapan instrumen berbasis pasar adalah jalan terbaik sebagai alat
kebijakan untuk mencapai ketahanan energi nasional dan mengurangi emisi gas rumah kaca,
menghilangkan konflik yang ada di antara kebijakan dan peraturan di sektor tenaga listrik dan
menjadikannya saling melengkapi. Menerapkan instrumen berbasis pasar apakah itu dalam
bentuk sistem perdagangan emisi, sistem sertifikat efisiensi energi atau skema pembiayaan
berbasis hasil akan memberikan insentif nyata yang akan membuat penghematan energi
dan opsi energi terbarukan menjadi pilihan yang hemat biaya, bukan bahan bakar, teknologi













